
 

 

 

 

                          PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI PURWOREJO 

NOMOR : 14 Tahun 2015 

 

TENTANG  

 

PEDOMAN PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN  

PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN PURWOREJO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 

BUPATI PURWOREJO, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran, 

ketertiban administrasi dan akuntabilitas 

pelaksanaan pengadaan barang/jasa perlu 

dilakukan pemeriksaan dan serah terima hasil 

pekerjaan pengadaan barang/jasa; 

 

b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam 

pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan 

pengadaan barang/jasa  sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu disusun Pedoman Penerimaan 

Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan 

Barang/Jasa Kabupaten Purworejo yang ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati; 

 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 

Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan 

Barang/Jasa Kabupaten Purworejo; 

     

Mengingat    :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 



3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 

tentang Perubahan  Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

5.  Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 

54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa 

Pemerintah; 

6.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

7.  Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 

Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Purworejo Tahun 2007 Nomor 3); 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI PELAKSANAAN PEDOMAN 

PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN PENGADAAN 

BARANG/JASA KABUPATEN PURWOREJO. 

 

 



BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
4. Bupati adalah Bupati Purworejo. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan 

DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah dan dalam melaksanakan kegiatannya 
menggunakan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) 

6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut 
dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk 
memperoleh Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang prosesnya 

dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya 
seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. 

7. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di 
masing-masing perangkat daerah. 

8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat 
pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah 
atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna 

APBN/APBD. 
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah 

pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau 
ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan APBD. 

10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPKom 

adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa. 

11. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat 

yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan 
menerima hasil pekerjaan. 

 
 
 



12. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang 

perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya. 

13. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk 

mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme 

dalam Pengadaan Barang/Jasa. 

14. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak 

berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat 

diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh 

Pengguna Barang 

15. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan 

dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud 

fisik lainnya. 

16. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan professional yang 

membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang 

mengutamakan adanya olah pikir (brainware). 

17. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan 

tertentu yang mengutamakan ketrampilan (skillware) dalam suatu 

sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain 

Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan 

pengadaan Barang. 

18. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut 

Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPKom dengan Penyedia 

Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola. 

19. Penerimaan Hasil Pekerjaan adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dalam 

rangka menerima hasil pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan 

oleh penyedia barang/jasa. 

20. Pemeriksaan Hasil Pekerjaan adalah serangkaian kegiatan yang 

dilaksanakan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dalam 

rangka memeriksa hasil pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan 

oleh penyedia barang/jasa. 

21. Serah terima hasil Pekerjaan adalah penyerahan hasil pekerjaan 

dari penyedia barang/jasa kepada Panitia/Pejabat Penerima Hasil 

Pekerjaan yang dituangkan dalam berita acara serah terima hasil 

pekerjaan dan ditandatangani. 

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dapat 

disingkat APBD  adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Purworejo. 

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya dapat 

disingkat APBN adalah Anggaran Pendadapat dan Belanja Negara 

Republik Indonesia. 

 

 

 

 



BAB II 

 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan 

pedoman dalam pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan 

pengadaan barang/jasa Kabupaten Purworejo 

 

Pasal 3 

 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan 

pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa 

Kabupaten Purworejo dapat terlaksana secara efektif, efisien. tertib 

administrasi dan akuntabilitas. 

 

 

 

BAB III 

 

RUANG LINGKUP 

 

Pasal 4 

 

Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diatur 

dalam Peraturan Bupati adalah Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan 

Barang/Jasa yang pembiayaannya bersumber dari APBN dan/atau 

APBD. 

 

 

 

BAB IV 

 

KUASA PENGGGUNA ANGGARAN 

 

Pasal 5 

 

(1) KPA pada Pemerintah Daerah merupakan Pejabat yang ditetapkan 

oleh Bupati atas usul PA. 

 

(2) KPA untuk dana dekosentrasi dan tugas pembantuan ditetapkan 

oleh PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya atas 

usul Kepala Daerah. 
 

(3) KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA.  



BAB V 

 

PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIl PEKERJAAN 

 

Pasal 6 

 

(1) PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 
 

(2) Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  berasal dari 

pegawai negeri, baik dari perangkat daerah maupun perangkat 
daerah lainnya. 

 
(3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), anggota Panitia/Pejabat 

Penerima Hasil Pekerjaan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD 

atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat berasal dari 
bukan pegawai negeri. 

 
(4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi 

persyaratan sebagai berikut : 

a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggungjawab dalam 
melaksanakan tugas; 

b. memahami isi Kontrak; 

c. memiliki kualifikasi teknis; 
d. menandatangani Pakta Integritas; dan 

e. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah 
Membayar (PPSPM) atau Bendahara. 
 

(5) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk : 

a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa 
sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; 

b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui 

pemeriksaan/pengujian; dan 
c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil 

Pekerjaan. 

 
(6) Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis 

khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu 
pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 
 

(7) Tim/tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan 
oleh PA/KPA. 

 
(8) Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan pekerjaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan setelah 

berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang 
bersangkutan. 

 



BAB VI 
 

PEMBIAYAAN 
 

Pasal 7 
 
Segala biaya yang timbul sebagai akibat Pembentukan Panitia/Pejabat 

Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBN/APBD. 
 

 
 

BAB VII 
 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 8 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Purworejo. 

 
Ditetapkan di : Purworejo 

pada tanggal : 26 Juni 2015 
 

BUPATI PURWOREJO, 

 
 
 

MAHSUN ZAIN 
 

Diundangkan di : Purworejo 
pada tanggal    : 26 Juni 2015 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, 
 

 
 
 

                        TRI HANDOYO 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  

TAHUN   2015 NOMOR 15 SERI E NOMOR 12 
 

 


